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M
enteri Koordinator 
Bidang Pereko-
nomian Airlangga 
Hartarto mengata-
kan, pelaksanaan 

program Kartu Prakerja berdasar-
kan Peraturan Menteri Koor-
dinator Bidang Perekonomian 
Nomor 17 Tahun 2022. Menurut 
dia, dengan skema yang berbeda 
maka terjadi penurunan anggaran 
program Kartu Prakerja.

“Program Kartu Prakerja ini di-
lanjutkan pada 2023 dengan skema 
normal, bukan semi bantuan sosial 
dengan total anggaran di tahap 
awal Rp 2,67 triliun. Jadi, skemanya 
berubah drastis, anggarannya 
turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 
2,67 triliun,” jelas dia dalam konfer-
ensi pers launching Skema Normal 
Program Kartu Prakerja, di Kantor 
Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Kamis (5/1/2023).

Untuk tahap awal program Kartu 
Prakerja ini ditargetkan terhadap 595 
ribu peserta. Sementara itu, sepan-
jang 2023 program Kartu Prakerja 
ditargetkan dapat diikuti oleh 1 juta 
peserta. Untuk menjangkau target 1 
juta peserta, dibutuhkan tambahan 
anggaran Rp 1,7 triliun. “Targetnya 
untuk 595.000 orang dan di tahun 
ini diputuskan sebetulnya jumlah 
pesertanya adalah 1 juta orang, se-
hingga totalnya kita membutuhkan 
tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 
triliun di tahun ini, karena Rp 2,67 
triliun itu untuk 595 ribu orang, dan 
untuk itu perlu ditambahkan 450 ribu 
orang,” tutur Airlangga.

Ia mengatakan, untuk skema 
baru ini pemerintah mengajak 
seluruh lembaga pelatihan agar 
menjadi bagian dari ekosistem 
Kartu Prakerja. Untuk tergabung 

dalam ekosistem Kartu Prakerja 
lembaga pelatihan wajib memiliki 
assessment dan mengikuti assess-
ment sebagai penyedia pelatihan 
pada skema normal. Sebagai 
wujud pelaksanaan tata kelola 
yang baik, proses seleksi lembaga 
pelatihan melibatkan tim ahli inde-
penden sebagai fungsi akreditasi.

“Kepatuhan lembaga pelatihan 
terhadap standar pelatihan ikut 
dipantau. Silakan lembaga yang ber-
minat menghubungi platform digital 
yang telah bekerja sama dengan 
program Kartu Prakerja, salah satu-
nya yang dimiliki oleh pemerintah 
adalah sisnaker,” kata dia.

Pelatihan secara of fline akan 
dilakukan bertahap. Pada tahap 
awal akan dijalankan di 10 provinsi 
yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Kali-
mantan Barat, Bali, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara 
Timur (NTT), dan Papua. Pelatih-
an offline di 10 provinsi ini akan 
dimulai pada kuartal I-2023. Dalam 
skema baru program kartu pra-
kerja, jam minimal pelatihan akan 
ditingkatkan dari 6 jam menjadi 

15 jam. “Sekarang pelatihannya 
15 jam, kemudian bauran bantuan 
ataupun biayanya per orang Rp 
4,2 juta, namun biaya pelatihannya 
lebih tinggi,” kata Airlangga.

Bila dirinci, anggaran sebesar Rp 
4,2 juta ini terbagi dalam biaya pelati-
han sebesar Rp 3,5 juta, biaya untuk 
penggantian transport sebesar Rp 
600 ribu yang dibayar 1 kali dan 
insentif survei Rp 100 ribu untuk 2 
kali survei. “Karena tidak lagi ber-
sifat semi bansos, maka penerima 
bantuan seperti BSU (Bantuan 
Subsidi Upah), BPUM (Bantuan 
Produktif Usaha Mikro), serta PKH 
(Program Keluarga Harapan) boleh 
menerima Kartu Prakerja, karena 
ini untuk retraining dan reskilling, 
bukan bansos lagi,” ujarnya.

Dorong Daya Saing
Sementara itu, Kementerian 

Perindustrian (Kemenperin) me- 
nyatakan dengan adanya Program 
Kartu Prakerja akan mengakomo-
dasi kebutuhan permintaan tenaga 
kerja Indonesia hingga ke luar 
negeri. Melalui program tersebut 
pemerintah akan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia 
(SDM) melalui skilling, reskilling, 

dan upskilling. “Dalam Program 
Kartu Prakerja sekarang ini yang 
kami prioritaskan untuk pening- 
katan kualitas SDM. Jadi kita 
harus siapkan SDM Indonesia 
supaya kita mempunyai kriteria 
yang memang dibutuhkan oleh 
pasar tenaga kerja dunia,” jelas 
Menteri Perindustrian Agus Gu-
miwang Kartasasmita.

Agus mengatakan, pihaknya siap 
untuk mendukung program Kartu 
Prakerja dengan mengoptimalkan 
balai pelatihan pekerja seo. “Infras-
truktur pendidikan yang ada di Ke-
menterian Perindustrian itu sudah 
siap untuk mendukung Program 
Kartu Prakerja,” kata Agus.

Implementasi skema normal 
Kartu Prakerja yang akan mulai 
dibuka pada triwulan I-2023 terse-
but akan menyasar pada sejumlah 
bidang pelatihan keterampilan 
tertentu yang paling dibutuhkan 
di masa kini dan mendatang, yang 
merujuk pada kajian mengenai 
pasar kerja mendatang dalam In-
donesia’s Critical Occupation List, 
Indonesia’s Occupational Tasks and 
Skills, Studi World Economic Forum 
“Future Job Report”, serta Riset 
Indonesia Online Vacancy Outlook.
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JAKARTA, ID – Kontri-
busi industri manufaktur 
terhadap total produk do-
mestik bruto (PDB) terus 
menurun, hingga menjadi 
18,3% pada kuartal III-2022, 
padahal di 2021 kontribus-
inya masih di level 29,1%. 
Ini mengindikasikan bahwa 
Indonesia mengalami dein-
dustrialisasi dini.

“Bandingkan dengan 
negara lain, peranan industri 
kita ke PDB merosot tajam 
dari level 29%, dan tahun 
lalu 18,3% sampai kuartal III. 
Sehingga ada gejala dein-
dustrialisasi dini di sektor in-
dustri manufaktur kita yang 
alami perlambatan sebelum 
mencapai waktunya atau titik 
optimumnya,” tutur ekonom 
senior Institute for Develop-
ment of Economics and 
Finance (Indef) Faisal Basri 
dalam diskusi publik Indef 
bertajuk Catatan Awal Tahun 
2023, Kamis (5/1/2023).

Faisal Basri juga mem-
perkirakan kontribusi sektor 
industri terhadap PDB 
Indonesia bakal disalip oleh 
negara Vietnam, juga di 
bawah negara Tiongkok, 
Korea, Thailand, dan Malay-
sia. Terlebih, sektor industri 
dinilainya sebagai pemben-
tuk kelas menengah yang 
kuat. “Jika industri melemah, 
kelas menengah jadi memble, 
sehingga lapisan buruh for-
mal relatif sedikit. Akibatnya, 
karena struktur manufaktur 
lemah sebabkan yang kita 
bisa jual ke luar juga terbatas 
manufakturnya, jadi harus 
makin terus tergantung 
ekspor komoditas,” jelas dia.

Sebagaimana diketahui, 
salah satu dampak dari tim-
bulnya deindustrialisasi yak-
ni lapangan pekerjaan bakal 
menyempit akibat menurun-
nya skala industri sehingga 
akan berujung pada men-
ingkatnya pengangguran 
hingga kemiskinan. Dengan 
demikian, Faisal Basri 
meminta pemerintah untuk 
terus berupaya mendorong 
sektor manufaktur Tanah 

Air agar terus menggeliat 
guna meningkatkan kontri-
businya terhadap PDB dan 
meningkatkan nilai tambah 
dari produk tersebut.

“Struktur ekspor Indone-
sia jomplang dibandingkan 
negara lain, karena negara 
lain menggunakan otak, kita 
(Indonesia) hanya meng-
gunakan otot. Bahkan, 
manufakturnya itu less 
diversifikasi, jadi industri kita 
melambat sangat bergan-
tung ke segelintir subsektor 
industri yakni makanan 
minuman dengan kontribusi 
hampir 40% sendiri ditambah 
industri kimia, farmasi, dan 
herbal yang menyumbang 
50% dari total industri manu-
faktur nonmigas,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, 
Purchasing Managers’ 
Index (PMI) IHS Markit 
manufaktur tercatat 50,9 
poin naik dari November 
50,3 poin. Dalam rilis bula-
nan IHS Markit dari S&P 
Global menyebutkan, sektor 
manufaktur Indonesia terus 
berekspansi di penghujung 
2022. Kenaikan permintaan 
telah mendukung kenaikan 
output lebih lanjut, dan juga 
kenaikan aktivitas pembel-
ian dan ketenagakerjaan. 
“PMI konsisten dalam enam 
belas bulan berturut-turut 
perbaikan kesehatan sektor 
manufaktur Indonesia. 
Tingkat pertumbuhannya 
merupakan yang paling kuat 
sejak Oktober, meski hanya 
pada kisaran marginal secara 
keseluruhan,”ucap laporan 
PMI oleh S&P Global, yang 
dikutip Senin (2/1/2023).

Kenaikan permintaan pada 
Desember terutama terjadi 
pada pasar domestik, sebab 
permintaan asing kembali 
turun karena terbebani oleh 
penurunan kondisi pere-
konomian global. Akan 
tetapi tingkat penurunan 
permintaan baru interna-
sional jauh lebih lambat 
dibandingkan November. Di 
tengah ekspansi permintaan, 
penumpukan pekerjaan 

terakumulasi pada laju yang 
sedikit lebih cepat diban-
dingkan pada November. 
Meski demikian, hambatan 
pasokan yang masih terjadi 
menyebabkan kinerja pe-
masok kembali menurun 
pada Desember. “Cuaca bu-
ruk dan gangguan pasokan 
menyebabkan waktu tunggu 
pesanan mengalami per-
panjangan pada Desember. 
Untuk menangani pertum-
buhan beban kerja yang ada 
dan pesanan baru, perusa-
haan manufaktur Indonesia 
melakukan ekspansi pada 
jumlah kerja mereka selama 
enam bulan berturut-turut 
pada Desember,” jelas dia.

Tantangan bagi APBN
Di sisi lain, ekonom Indef 

Didik J Rachbini menga-
takan, perkembangan utang 
pemerintah pusat di era 
Presiden Joko Widodo sejak 
2014 hingga November 
2022 mengalami lonjakan 
hingga 189,5%. Menurut dia, 
lonjakan utang yang sangat 
tinggi ini akan berimplikasi 
pada beban berat yang ha-
rus ditanggung oleh APBN 
di masa depan. “Posisi utang 
2014 mencapai Rp 2.608,78 
triliun dan sekarang sampai 
November 2022 utangnya 
mencapai Rp 7.554,25 triliun. 
Itu belasan triliun utang 
yang diwariskan pada pemi-
mpin mendatang,” jelas dia.

Selain itu, kata dia, 
pendapatan negara 2022 
yang mencapai Rp 2.626,4 
triliun atau tumbuh hingga 
115,9% dari target sebesar Rp 
2.266,2 triliun tidak terlepas 
efek positif naiknya harga 
komoditas sehingga men-
dorong moncernya peneri-
maan pajak, bea dan cukai, 
hingga PNBP yang melam-
paui target. “Penerimaan 
yang tinggi karena kenaikan 
harga komoditas di pasar 
global, sehingga mendorong 
peningkatan penerimaan 
negara. Namun, ini hanya 2-3 
tahun dan akan kembali lagi 
(normal),” pungkas dia. (try)

JAKARTA, ID – Investasi 
yang masuk ke Tanah Air 
selama ini tidak berkualitas. 
Pasalnya, investasi yang 
masuk kurang mendukung 
keberlanjutan pertumbu-
han ekonomi nasional.

“Bisa kita lihat, semakin 
besar investasi yang masuk 
tetapi pertumbuhannya ti-
dak berkualitas. Itu karena 
investasi yang masuk seka-
dar untuk bikin ibu kota, 
bangun jalur LRT, MRT, 
dan kereta cepat,” jelas 
ekonom senior Institute for 
Development of Econom-
ics and Finance (Indef) 
Faisal Basri dalam diskusi 
publik secara virtual, Kamis 
(5/1/2023).

Dia menganalogikan, 
investasi yang masuk ke 
Indonesia kebanyakan 
investasi berbasis otot atau 
pembangunan fisik. Jadi bu-
kan berbasis otak, seperti 
investasi di bidang teknolo-
gi dan informasi (TI), riset, 
serta pengembangan.

Berdasarkan data Asia 
Productivity Organiza-
tion pada 2022, jelas dia, 
sebanyak 83% penanaman 
investasi di Tanah Air ber-
kaitan dengan konstruksi 
dan bangunan. Kemudian 
10% berupa modal bagi non-
TI, 4% investasi berkaitan 
dengan pembangunan 
transportasi, lalu hanya 3% 
di bidang TI. Dari data itu, 
tidak ada investasi yang ma-
suk yang berkaitan dengan 
riset dan pengembangan 
(R&D). “Ini disayangkan, 
bila R&D kuat, ada kemam-
puan inovasi membangun 
Indonesia supaya semakin 
berdaya saing. Jadi bisa 
kita lihat nih, makin besar 
investasi yang masuk tetapi 
pertumbuhannya tidak 
berkualitas,” tambah dia.

Adapun pnggunaan otak 
yang dimaksud tercermin 
pada total factor productiv-
ity atau TFP. Penggunaan 
otak dipengaruhi oleh 
tiga faktor, yaitu teknologi 
dan inovasi, kondisi pasar 
dan ekonomi, budaya dan 
sosial yang terus mengala-
mi pelemahan. “Memang 
tahun 2020 turun semua 

TFP hampir semua negara, 
namun Indonesia turunnya 
paling tajam ini hasil meru- 
sak pondasi kian buruk se-
babkan kondisi seperti ini. 
Ini dari tahun 2010 makin 
keliatan Indo terjun bebas 
penggunaan otot makin 
dominan,” kata dia. 

Pertumbuhan TFP secara 
jangka panjang telah turun 
melandai dari rentang tahun 
1970 sampai 2020. Di Asia 
Tenggara, TFP Indonesia 
juga lebih rendah dari Filipi-
na maupun Kamboja. Semen-
tara Vietnam menduduki 
posisi paling atas. (try)

JAKARTA, ID – Indone-
sia mendorong Association 
of Southeast Asian Nations 
(Asean) menjadi jangkar stabili-
tas perekonomian global melalui 
keketuannya dalam Asean 2023. 

“Pemerintah terus men-
dorong Asean menjadi kawasan 
yang stabil dan damai untuk 
menjadi jangkar stabilitas pere-
konomian global,” kata Menteri 
Koordinator Bidang Pereko-
nomian Airlangga Hartanto, di 
Jakarta, Kamis (5/1/2023).

Indonesia mendapatkan man-
dat untuk memegang Chairman-
ship Asean 2023 dalam KTT 
Asean di Kamboja pada 13 No-

vember 2022. Indonesia melalui 
kepemimpinan dalam Asean 2023 
akan mengusung tema Asean 
Matters: Epicentrum of Growth.

Asean Matters terdiri atas tiga 
elemen penting yakni penguatan 
terhadap kapasitas dan efek-
tivitas Asean, persatuan Asean, 
serta sentralitas Asean. Semen-
tara epicentrum of growth terkait 
dengan peran Asean sebagai 
pusat pertumbuhan ekonomi 
kawasan dan dunia yang terdiri 
dari empat elemen penting yaitu 
arsitektur kesehatan, ketahanan 
energi, ketahanan pangan, dan 
stabilitas keuangan.

Secara rinci, Indonesia 

mengangkat tiga isu priori-
tas bidang ekonomi meliputi 
recovery and rebuilding, digital 
economy, dan sustainability yang 
implementasinya diterjemahkan 
ke dalam 16 priority economic 
deliverables (PED) selama 2023. 
”Keketuaan Indonesia di Asean 
akan menitikberatkan pada 
penanganan krisis multidimensi 
seperti krisis pangan, energi, 
dan keuangan,” ujarnya.

Indonesia juga berupaya untuk 
memperkuat posisi Asean sebagai 
kawasan yang stabil dan damai 
sekaligus menjunjung tinggi 
hukum internasional. Selain itu, 
Indonesia berupaya memperkuat 

kerja sama sehingga Asean mam-
pu menjadi kawasan yang kuat, 
inklusif, dan memiliki pertum-  
buhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui peran penting sebagai 
Chairmanship Asean 2023 maka 
semakin menegaskan posisi 
Indonesia sebagai global middle 
power. Hal itu secara substansial 
akan mampu mempengaruhi 
agenda global sekaligus menjadi 
bagian dari solusi permasalahan 
global. “Bapak Presiden Joko 
Widodo percaya pada 2045 Asean 
akan menjadi kelompok negara 
yang lebih adaptif, responsif, dan 
kompetitif sejalan dengan agenda 
global Asean,” kata dia. (ks)
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Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023
Ekonom Senior Indef masing-masing Prof Dr Didin S Damanhuri, Prof Dr Didik J Rachbini, Dr M Fadhil Hasan, Faisal H Basri dan M Nawir Messi, serta Peneliti 
Indef Mirah Midadan, saat diskusi publik Catatan Awal Tahun 2023 dari Ekonom Senior Indef, secara daring, Kamis (5/1/2023). Diskusi ini guna melihat 
agenda-agenda prioritas yang harus diselesaikan bangsa ini secepatnya. 

JAKARTA, ID – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,67 triliun 
untuk tahap awal pelaksanaan program Kartu Prakerja di 2023. Pelaksanaan 
program Kartu Prakerja tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 

di mana pelatihan akan dijalankan secara offline.


